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BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 050//c€L. 25 ~feEC.NAGRA J202 8

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN NAGRAK TAHUN 2023

BUPATI SUKABUMI,

a. bahwa dalam upaya terlaksananya koordinasi antar

pelaku pembangunan dan untuk menciptakan integrasi,
sinkronisasi dan sinergitas antar wilayah, antar ruang
dan antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan
daerah dalam mengisi kerangka regulasi dan kerangka
anggaran diperlukan konsistensi antafa perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian melalui
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b.bahwa  berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

. habhwa  herdasarkan  pertimhbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja
Kecamatan Nagrak Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indon Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan ‘Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republiik indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembarati Negara Republik Indonesia Nomor 4421});
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomeor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Idonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817};

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
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Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun
2009 Nomor 13j;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 20
Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Partisipatif Kabupaten
Sukabumi {Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi
Tahun 2013 Nomer 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi
{Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun
2010 Nomor 4);

Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 Tahun 2021
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
(Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021
Nomor 101);

Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 110 Tahun 2021
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2021 Nomor 110).



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim  Penyusun Rencana Kerja Kecamatan
Nagrak Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU, meliputi :

a. menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan
Nagrak Tahun 2023;

b. menyusun Rancangan Rencana Kerja Kecamatan
Nagrak Tahun 2023; dan

c. merumuskan Rancangan Akhir Kecamatan Nagrak
Tahun 2023.

Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim
Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA,
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2022 pada
Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal : @ ¢v, » 2022
k BUPATI SUKABUMI,

* MARWAN HAMAMZ/L



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

Ketua
Sekretaris

Anggota
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: TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN NAGRAK
TAHUN 2023 :

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN NAGRAK TAHUN 2023

Camat Nagrak.
Sekretaris Kecamatan Nagrak.

Kepala Seksi Pemerintahan.

Kepala Seksi Trantibum.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Desa.
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Kepala Seksi Pelayanan Publik.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan
Evaluasi.

Unsur Pelaksana Kecamatan Nagrak.
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